
 

 

 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR  70  TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 

Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak 

Daerah, pajak restoran merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan 

pemerintahan daerah dalam pelayanan kepada 

masyarakat; 

b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak restoran 

telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur 

Tetap Pemungutan Pajak Restoran, namun dalam 

perkembangannya sudah tidak dengan peraturan 

perundang-undangan, sehingga perlu di ganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Restoran; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di 

Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4934);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 89); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1   

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 

4. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan 

retribusi daerah. 

5. Kepala Badan adalah kepala perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 

6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas 

tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 
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9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang  meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persangkutan, perkumpulun, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup 

juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. 

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha 

yang dapat dikenakan Pajak. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi 

dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, 

dan melaporkan pajak yang terutang. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

16. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 

atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 
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18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, 

penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta 

pengawasan penyetorannya. 

19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban daerah. 

21. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang 

digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan 

melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Badan. 

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 
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atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 

jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 

31. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung 

dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat 
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Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 

Keberatan. 

32. Surat Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas 

keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDN, SKPDLB, yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

33. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu 

keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang 

pajak dan biaya penagihan pajak. 

36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data 

dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 

tersebut. 

37. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk 

mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib 

pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
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dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 

retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

40. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan 

di Kantor Badan. 

41. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang 

dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau 

tempat lain yang ditentukan oleh Badan. 

 

BAB II  

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK RESTORAN 

 

Pasal 2   

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Restoran. 

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan 

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun 

di tempat lain. 

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Restoran adalah salah satu jenis usaha di bidang 

jasa pangan yang bertempat di sebagian atau 

seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi 

dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses 

pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan 

makanan dan minuman untuk umum; 

b. Rumah makan adalah setiap tempat usaha 

komersial yang ruang lingkup kegiatannya 

menyediakan hidangan dan minuman untuk 

umum; 

c. Cafeteria atau suatu restoran kecil yang 

mengutamakan penjualan cake (kue kue), minuman 

ringan yang tidak beralkohol; 
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d. Kantin adalah restoran yang behubungan dengan 

kantor, pabrik, atau sekolah, tempat dimana para 

pekerja dan para pelajar biasa mendapatkan makan 

siang; 

e. Warung adalah tempat menjual makanan, 

minuman, kelontong, kedai dan sebagainya; 

f. Depot adalah rumah kecil tempat berjualan; 

g. Bar adalah semacam restoran cukupan yang 

sifatnya tidak resmi dengan pelayanan cepat, 

dimana para tamu mengumpulkan makanan dan 

minuman ditaruh diatas baki dan kemudian dibawa 

ke meja makan; 

h. Pujasera/food court adalah tempat niaga yang 

menyediakan berbagai macam kue/jajanan 

konsumsi masyarakat umum; 

i. Toko Roti/Bakery adalah tempat usaha yang 

menyediakan berbagai macam roti untuk konsumsi 

masyarakat umum; dan 

j. Jasa Boga/Katering adalah penyediaan makanan 

dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa 

peralatan dan petugasnya, untuk keperluan 

tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian 

tertulis atau tidak tertulis. 

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang nilai 

penjualannya tidak melebihi Rp100.000,00 (seratus ribu 

rupiah) per hari. 

 

Pasal 3   

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan 

Usaha yang membeli makanan dan/atau minuman 

direstoran. 

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan 

Usaha yang mengusahakan Restoran. 

(3) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada 

Pemerintah Daerah melalui Badan paling lambat 30 (tiga 
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puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai untuk 

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

(4) Dalam hal Restoran diselenggarakan melalui pihak 

ketiga, pihak ketiga menjadi Wajib Pajak Restoran. 

 

BAB III  

DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN 

PAJAK RESTORAN 

 

Pasal 4   

(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah 

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 

diterima restoran. 

(2) Jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; 

b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher; 

dan 

c. Restoran gratis yang diberikan kepada penerima 

jasa Restoran.  

(3) Dasar pengenaan atas pajak restoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai Wajib 

Pajak, dihitung sesuai besarnya jumlah pembayaran 

yang diterima Restoran. 

(4) Wajib Pajak Restoran yang tidak mengenakan pajak 

kepada konsumen, maka pajaknya ditanggung oleh 

Wajib Pajak Restoran tersebut. 

 

Pasal 5   

(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

(2) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

 



- 11 - 
 

BAB IV  

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 

PAJAK RESTORAN 

 

Pasal 6   

Sistem Pemungutan Pajak Restoran menggunakan cara: 

a. sistem menghitung sendiri (self assesment system) yaitu 

Wajib Pajak menghitung, mengisi SPTPD dan menyetor 

sendiri pajaknya; 

b. sistem ketetapan (official assesment system) yaitu 

Ketetapan Pajak langsung yang ditetapkan oleh Badan 

berdasarkan transaksi baik secara manual maupun 

secara elektronik; 

c. wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang, menggunakan 

SPTPD; 

d. dalam hal sistem ketetapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), adalah kegiatan dalam rangka menunjang 

proses pemungutan pajak dapat berupa penerapan 

teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, 

pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau 

penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. 

 

Pasal 7   

Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran meliputi: 

a. pendaftaran; 

b. pendataan; 

c. penetapan; 

d. penyetoran; 

e. angsuran dan penundaan Pembayaran; 

f. pemeriksaan dan pengawasan; 

g. penagihan; 

h. pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; dan 

i. pengembalian kelebihan pembayaran. 
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Bagian Kesatu 

Pendaftaran 

 

Pasal 8   

(1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan objek 

pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan 

menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan 

surat pendaftaran objek pajak. 

(2) Pendaftaran wajib pajak dan pendaftaran objek pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai 

berikut: 

a. pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya 

mengambil, mengisi dan menandatangani formulir 

pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran 

objek pajak yang disediakan oleh Badan; 

b. formulir pendaftaran wajib pajak dan surat 

pendaftaran objek pajak yang telah diisi dan 

ditandatangani disampaikan kepada Badan dengan 

persyaratan: 

1. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan: 

a) fotocopy KTP pengusaha/ 

penanggungjawab/penerima kuasa; 

b) surat pernyataan kegiatan usaha dari 

pengelola/pemilik usaha dan/atau 

salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha 

dari instansi berwenang. 

2. untuk Wajib Pajak Badan Usaha melampirkan: 

a) fotocopy KTP pengusaha/ 

penanggungjawab/penerima kuasa; 

b) salinan/fotocopy Akte Pendirian; dan 

c) surat pernyataan kegiatan usaha dari 

pengelola/pemilik usaha dan/atau 

salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha 

dari instansi berwenang. 

c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan 

memberikan tanda terima pendaftaran. 
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Pasal 9   

(1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada 

pada formulir pendaftaran, Kepala Badan menerbitkan: 

a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan 

sistem pemungutan pajak yang dikenakan; 

b. surat penunjukan sebagai sebagai pemilik/ 

penanggungjawab usaha Wajib Pajak; 

c. kartu NPWPD. 

(2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu 

NPWPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau 

kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran. 

 

Pasal 10   

Terhadap Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan atau 

Pejabat yang ditunjuk akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak 

secara jabatan. 

 

Pasal 11   

(1) Badan dapat melakukan membatalkan surat 

pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD 

dalam hal: 

a. diajukan permohonan pembatalan dan 

penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak 

dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah 

tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan 

daerah; 

b. wajib pajak menghentikan secara tetap kegiatan 

usahanya; atau 

c. wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek 

pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perpajakan daerah. 

(2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan 

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

berdasarkan hasil pemeriksaan. 
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(3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, 

maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan 

penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh 

Kepala Badan. 

 

Bagian Kedua 

Pendataan 

 

Pasal 12   

(1) Dalam rangka perhitungan Pajak Restoran, Kepala 

Badan dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan 

pendataan dan/atau pencatatan objek pajak yang 

digunakan oleh wajib pajak. 

(2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Petugas Badan 

dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(3) Dalam hal kegiatan restoran dihentikan 

sementara/selamanya, maka Wajib Pajak diharuskan 

melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan. 

(4) Badan dapat mengembangkan sistem pelaporan SPTPD 

secara elektronik dan online. 

 

Bagian Ketiga 

Penetapan 

 

Pasal 13   

(1) Kepala Badan menetapkan besarnya pajak yang terutang 

dalam suatu masa pajak sesuai dengan penghitungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan 

mengeluarkan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) SKPD yang diterbitkan meliputi: 

a. SKPDKB; 

b. SKPDKBT; 

c. SKPDLB; dan/atau 

d. SKPDN. 



- 15 - 
 

(3) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah 

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% 

(dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD. 

 

Pasal 14   

(1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, 

wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. 

(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, 

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan. 

 

Bagian Keempat 

Penyetoran 

 

Pasal 15   

(1) Wajib Pajak menyetorkan pajak ke Kas Daerah, 

bank/channel perbankan dan/atau tempat lain yang 

ditunjuk oleh Bupati, berdasarkan SKPD. 

(2) Bank yang ditunjuk Bupati menerima setoran pajak dan 

memvalidasi SSPD rangkap 2 (dua): 

a. lembar pertama untuk Wajib Pajak; dan 

b. lembar kedua dan untuk arsip. 

(3) Dalam hal bank telah yang ditunjuk Bupati menerapkan 

elektronifikasi penerimaan setoran pajak maka validasi 

terhadap SSPD atau tanda bukti pembayaran lain yang 

sah berpedoman pada ketentuan Peraturan 

Perundangan-undangan. 
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Bagian Kelima 

Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

 

Pasal 16   

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan 

Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang 

terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan 

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan 

pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut : 

a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran 

secara angsuran maupun menunda pembayaran 

pajak, harus mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan 

dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan 

fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang 

diajukan permohonannya; 

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

harus sudah diterima oleh Badan paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang 

telah ditentukan; 

c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

harus melampirkan rincian utang pajak untuk 

masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan 

serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya 

permohonan; 

d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran 

maupun penundaan pembayaran yang disetujui 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk 

selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan, 

baik surat keputusan pembayaran secara angsuran 

maupun penundaan pembayaran yang 

ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk bersama Wajib Pajak yang 

bersangkutan; 
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e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 

10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat 

keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan 

alasan Wajib Pajak yang dapat diterima; 

f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling 

lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh 

tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, 

SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh 

Kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang 

dapat diterima; 

g. pembayaran angsuran atau penundaan 

pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan; 

h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah 

sebagai berikut: 

1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya 

terhadap jumlah sisa angsuran; 

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil 

pengurangan antara besarnya sisa pajak yang 

belum atau akan diangsur, dengan pokok 

pajak angsuran; 

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian 

antara jumlah pajak terutang yang akan 

diangsur, dengan jumlah bulan angsuran; 

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah 

sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua 

persen); 

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan 

angsuran adalah pokok pajak angsuran 

ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua 

persen). 

i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap 

bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, 

tetapi harus dilunasi tiap bulan; 
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j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah 

sebagai berikut: 

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap 

seluruh jumlah pajak terutang yang akan 

ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 

% (dua persen) dengan jumlah bulan yang 

ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah 

utang pajak yang akan ditunda; 

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah 

seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, 

ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua 

persen) sebulan; 

3. penundaan pembayaran harus dilunasi 

sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo 

penundaan yang telah ditentukan dan tidak 

dapat diangsur. 

k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan 

permohonan pembayaran secara angsuran, tidak 

dapat mengajukan permohonan penundaan 

pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang 

sama. 

(3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran 

dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang 

berhubungan dengan penyelesaian permohonan 

angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan 

oleh Kepala Badan. 

 

Bagian Keenam 

Pemeriksaan dan Pengawasan 

 

Pasal 17   

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan 

pemeriksaan Pajak Restoran dengan tujuan untuk: 

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah; dan/atau 

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan 

Perundang-undangan perpajakan daerah. 
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Pasal 18   

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada satu atau 

beberapa Masa Pajak dalam tahun berjalan maupun 

tahun-tahun lalu. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau 

Pemeriksaan Kantor. 

 

Pasal 19   

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau 

pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan 

Pemeriksaan. 

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai 

berikut: 

a. pemberian NPWPD secara jabatan; 

b. penghapusan NPWPD; 

c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan 

objek/subjek kena pajak; 

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

e. pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau 

f. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 

Lapangan atau Pemeriksaan Kantor. 

(4) Ketentuan mengenai pemeriksaan Pajak Restoran 

berpedoman pada Peraturan Bupati tentang penelitian 

dan pemeriksaan pajak daerah. 
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Pasal 20   

Pengawasan dilakukan terhadap: 

a. status penyelenggaraan usaha restoran; dan 

b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang 

terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 21   

(1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan 

pengawasan terhadap: 

a. penyelenggaraan usaha Restoran; 

b. pemungutan dan pembayaran Pajak Restoran. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk menilai sebagai berikut: 

a. aspek teknis penyelenggaraan usaha Restoran; dan 

b. aspek kepatuhan pemungutan, dan pembayaran 

pajak. 

(3) Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas 

wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut. 

(4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), 

maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk 

melakukan tagihan susulan. 

 

Bagian Ketujuh 

Tata Cara Penagihan 

 

Pasal 22   

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila: 

a. pajak–pajak daerah dalam tahun berjalan tidak 

atau kurang dibayar; 

b. dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau 

salah hitung; dan/atau 

c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa 

denda atau bunga. 
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(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 

b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 

15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 

tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 

persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD. 

 

Pasal 23   

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang 

terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan 

pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan 

banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 

tempo pembayaran. 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak 

dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penangung 

Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan 

penagihan pajak dengan Surat Paksa. 

 

Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak 

 

Pasal 24   

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat 

memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

pajak. 

(2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada 

Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat 

belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan 

melampirkan paling sedikit terdiri atas : 

a. besarnya pajak terutang; 

b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung 

oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang 
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dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus 

melampirkan laporan keuangan yang sah; 

c. pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) 

bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima 

dengan ketentuan: 

1. pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima 

puluh persen dari besarnya pajak terutang; 

2. keringanan berupa pelunasan pajak 

selamalamanya 1 ( satu ) tahun;  

3. dapat menolak pemberian keringanan; atau 

4. Menambah besarnya pajak yang terhutang. 

(3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak 

memberikan keputusan, permohonan wajib pajak 

dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal 25   

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, 

keringanan dan pembebasan berpedoman kepada ketentuan 

Peraturan Perundang–undangan. 

 

BAB V  

KEBERATAN DAN BANDING 

 

Pasal 26   

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati dalam hal ini Kepala Badan yang ditunjuk atas 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Restoran. 

 

Pasal 27   

(1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan 

oleh Badan dengan memproses penyelesaian keberatan 

untuk jumlah ketetapan pajak. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk 

beberapa surat ketetapan pajak dengan Objek Pajak 

yang sama diselesaikan secara bersamaan di Badan. 
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(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk 

surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan 

penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan 

melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak. 

(4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat 

ditinjau kembali dengan Keputusan Kepala Badan. 

(5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas; 

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas 

ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus 

dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan 

pajak tersebut; 

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh 

Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan 

dikuasakan kepada pihak lain harus dengan 

melampirkan surat kuasa; 

d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu 

surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak 

atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya; 

e. permohonan keberatan diajukan paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh 

Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 

dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya. 

 

Pasal 28   

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), tidak 

dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak 

dipertimbangkan. 

(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi 

persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (5) huruf e, 
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Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak untuk 

melengkapi persyaratan tersebut. 

 

Pasal 29   

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 30   

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan 

Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib 

Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

surat keberatan diterima yang dituangkan dalam 

Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat yang 

ditunjuk. 

(2) Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat yang 

ditunjuk atas keberatan sebagaimana maksud pada ayat 

(1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 

menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk tidak 

memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan 

Wajib Pajak tersebut dianggap dikabulkan. 

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib 

Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur 

pembayaran. 

 

Pasal 31   

(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan 

pemeriksaan lapangan maka Kepala Badan dapat 

meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan 

pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Restoran. 

(2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan 

pemeriksaan lapangan, Kepala Badan dapat 

berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk 

mendapatkan masukan dan pertimbangan atas 
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keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam 

laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak. 

(3) Kepala Badan dapat membentuk Tim Pertimbangan 

Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan 

dalam rangka pembahasan keberatan pajak. 

 

Pasal 32   

(1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan 

Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan 

keberatan Pajak Restoran yang dalam penerbitannya 

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-

undangan tentang Pajak Restoran. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib 

Pajak kepada kepala Badan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan 

keberatan dengan memberikan alasan yang jelas. 

 

Pasal 33    

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan 

mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau 

pejabat yang ditunjuknya. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan 

alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

keputusan keberatan diterima dengan melampirkan 

salinan keputusan keberatan tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda 

kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan 

pajak. 

 

Pasal 34   

(1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) 

surat banding. 
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(2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan 

pencabutan kepada Pengadilan Pajak. 

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dihapus dari daftar sengketa dengan: 

a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan 

pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; 

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui 

pemeriksaan dalam hal surat pernyataan 

pencabutan diajukan dalam sidang atas 

persetujuan terbanding. 

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau 

putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dapat diajukan kembali. 

 

BAB VI  

JENIS FORMULIR 

 

Pasal 35   

(1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu: 

a. format isian formulir pendataan; 

b. format isian formulir pendaftaran; 

c. Formulir SPTPD; 

d. Formulir SKPD; 

e. Formulir SKPDKB; 

f. Formulir SKPDKBT; 

g. Formulir SKPDLB; 

h. Formulir SSPD; 

i. Formulir STS; 

j. Formulir STPD; 

k. Formulir SKPDN; 

l. Surat Keputusan Keberatan; 

m. Surat Keputusan Pembetulan; 

n. Surat Teguran;dan 

o. Surat Paksa. 

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Badan. 
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BAB VII  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 36   

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pajak 

yang masih terutang sebelum berlakunya Peraturan 

Bupati ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun, sejak saat terutang. 

(2) Segala proses yang meliputi proses penyitaan, proses 

pelelangan, proses permohonan pembetulan dan 

pembatalan pajak, proses permohonan pengurangan dan 

keringanan, proses keberatan dan/atau banding proses 

permohonan penghapusan, yang sedang berjalan 

sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, prosesnya 

tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VIII  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 37   

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Persyaratan, 

Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran 

(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 

Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 38   

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 

2022. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

Ditetapkan di Panaragan 

pada tanggal, 16 Desember 2021 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

     dto. 

 

UMAR AHMAD 

 

Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal,  17 Desember  2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 

      dto. 

 

NOVRIWAN JAYA 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 

NOMOR 70 

 


